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BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pemeriksaan Pajak Daerah;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daecrah yang Dipungut Berdasarkan Penctapan Kepala
Dacrah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik  Indonesin  Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

8. Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupaten Banyumas
Tahun 2011 Nomor 1 Seri B scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyu-
mas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :
yenctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

pzlam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

|

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemenintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Bupati adalah Bupati Banyumas,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyumas.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
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perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan
perpajakan dacrah,

peraturan  perundang-undangan

Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

“r

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meli-
puti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Dacrah dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektil dan
bentuk usaha tetap.

o. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
scjenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

|1. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

12.Restoran  adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

:3. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.,

i

-Hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian

vang dinikmati dengan dipungut bayaran.

w

15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

o

.Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk
sesuatu barang dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau menarik
perhatian umum sesuatu barang, jasa, orang atau yang dapat dilihat, dibaca
dan atau didengar dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

I7. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

18. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengam-
bilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam
dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang
mineral dan batubara.

10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggarakan tempat parkir di luar badan

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
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disediakan sebagai suaty usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor,

e Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet atau sebangsanya,

23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collacalia
fuchliap haga, collacalia maxina, collacalia esculanta, dan collacalia linchi;

»4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah,

25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

27.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
wilayah Kabupaten Banyumas,

28. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan.

30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan
oleh orang pribadi atau Badan.

31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang.

32.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

33. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan dacrah.

34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah

19

homor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah scbagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan scbagai tanda pengenal diri atau
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identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksana-
kan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

36. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor DPPKAD
yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak.

37. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib
Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

38. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala DPPKAD yang diberi
tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

39, Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemerik-
saan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/
atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

20. Tim Pengarah Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pengarah
adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk membahas perbe-
daan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat dilakukan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

41.Tim Teknis Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa
Pajak adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemeriksaan
Pajak Daerah.

42_ Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.

43. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik,
yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya
dan disimpan dalam hard disk atau media penyimpanan elektronik lainnya.

44. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemerik-
saan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak
bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau

alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang
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dikelola secara clektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi

petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau sumber
penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.

a5.8urat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP
adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos
vang dikoreksi, nilai korcksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah
pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

20. Pembahasan  Akhir  Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah
pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemecriksa Pajak atas temuan
Pemeriksaan  yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.

47. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan sccara rinci dan jelas yang dibuat
olch Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data,
keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan
dan simpulan yang diambil schubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

48. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan hasil pemeriksaan Pajak Daerah
yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh
Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan
wjuan pemeriksaan.

49. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak
untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada
pemeriksaan sebelumnya.

50.Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu
yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak untuk melakukan Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang dihitung sejak tanggal penyampai-
an Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sampai dengan
langgal penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

S1. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana di bidang perpajakan.

52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/
atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau
harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

Perpajakan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

53

54,

.Surat Ketetapan Pajak Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar yang sclanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

55.Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditctapkan.

s0. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN atau

1
i

t/

dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB
atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak
yvang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang,
.Surat Tagihan Pajak Daerah yang seclanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga,
denda dan/atau kenaikan pajak.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
Pasal 2

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk :

-

(1)

menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan

- Wjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

BAB 11l

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 3
Ruang lingkup Pemeriksaan Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah maupun pemeriksaan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
Perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi satu,
beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak,

bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun
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0 Jenis Pajak Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

a.

® S0 20

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

. Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,

BAB IV
KRITERIA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
Pasal 4

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufl a dapat dilakukan dalam

hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.
b.

C.

€.

Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;

Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dan telah diberikan teguran;

Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, likuidasi, pembubaran,
peleburan atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang mengindikasikan adanya kewajiban
perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, atau

Wajib Pajak diadukan melanggar pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai
berikut :

a.
b.

pemberian atau penghapusan NPWPD secara jabatan;
pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Wajib Pajak secara jabatan;

. Wajib Pajak mengajukan keberatan;

d. Wajib Pajak mengajukan pembatalan ketetapan pajak;

€. Wajib pajak mengajukan pengurangan atau pembebasan pajak;

I. Wajib pajak mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

pajak;
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g. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dacrah atau permohonan pengembalian pembayaran pajak dacrah yang
tidak scharusnya dibayar,

BAB V
JENIS PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
Pasal 5

(11Jenis Pemeriksaan terdiri dari ¢
a. pemeriksaan kantor; dan
b. pemeriksaan lapangan.,

.2) Pemeriksaan Kantor scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a, adalah
pemeriksaan yang dilakukan di kantor DPPKAD meliputi seluruh jenis pajak un-
tuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan
mencrapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

3) Pemeriksaan  Lapangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan
usaha, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati
atau Pcjabat yang ditunjuk meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun
berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan
mencrapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan
pada umumnya.

<) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan dengan Pemeriksaan
Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan.

5) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi adanya rekayasa transaksi
keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan
Lapangan.

BAB VI
NORMA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
Pasal 6
Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang
memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan wajib pajak.
Pasal 7

Pemeriksa, dalam melaksakan Pemeriksaan Lapangan berpedoman pada norma

pemeriksaan sebagai berikut :

¢ Pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan
Surat Perintah Pemeriksaan;

b Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan

pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
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pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Tugas
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
4. Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib
Pajak yang akan diperiksa;
Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
( Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang
hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil
pemeriksaan;
Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak.
Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak atas
scgala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam
rangka pemeriksaan;

Pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelengga-
raan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan
kewajiban perpajakan schubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan
tyjuan agar penyeclenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan
kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun seclanjutnya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

®claksanaan pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :
s Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak;
- Pemeriksaan dilaksanakan di kantor DPPKAD, di kantor Wajib Pajak atau di-

tempat usaha atau ditempat tinggal atau ditempat lain yang diduga ada kaitan-

nya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau ditempat lain yang
ditentukan oleh Kepala DPPKAD;
Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam

kerja, jika dianggap perlu;

L

< Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan;

t. Hasil pemeriksaan yang dilakukan seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak,
dibuatkan Surat Pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh
Wajib Pajak yang bersangkutan;

L Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak selu-
ruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan;

¢ Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN dan STPD sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan

/ 10
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wand Pajak pada saat diperiksa

Pasal 9

berpedoman pada norma pemeriksaan scbagai

serkut

a

Wayib Pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di kantor maupun
dilapangan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

Wanb Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat
Penintah Pemeriksann dan Tanda Pengenal Pemeriksa;

Wanb Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan pejelasan

rentang maksud dan tujuan pemeriksaan;

- Wanb Pajak berhak meminta kepada pemeriksa rinclan yang berkenaan dengan

hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPTPD;

. Wanb Pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan apabila hasil

pemenksaan disctujui;

Warb Pajak wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil
pemenksaan tersebut tidak atau tidak scluruhnya disetujui;

Wanb Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan

dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;

» Wayd Pajak wajib memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang

éangeap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
Wanb Pajak wajib memberikan keterangan ye-mg diperlukan.
BAB VII
STANDAR PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
Pasal 10

. Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.

I Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, standar

umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan
hasil pemeriksaan.

Pasal 11

. Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),

=)

merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan

Pemeriksa Pajak.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat sebagai

berikut :

a. mempunyai kemampuan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan
sebagai Pemeriksa Pajak serta menggunakan ketrampilannya secara cermat

dan seksama;

| b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela;

¢ senantiasa mengutamakan kepentingan daerah; dan
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d. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk
taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

3 Dalam hal diperlukan, pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak dari luar lingkungan Pemerintah Dacrah
vang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala DPPKAD,

Pasal 12

aandar pelaksanaan pemeriksaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),

vaitu

» pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai

dengan tujuan pemeriksaan yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpul-

kan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun Rencana Pemeriksaan (audit
plan) dan menyusun Program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat
pengawasan yang seksama;

pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode

L

dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program)
vang telah disusun;

3 temuan  pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang relevan,
kompeten dan cukup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan;

» pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak;

um Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu

olech seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang

bukan merupakan Pemeriksa Pajak, baik yang berasal dari lingkungan

Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari di luar lingkungan Pemerintah

Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati atau Kepala DPPKAD sebagai tenaga

ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi dan

pengacara;

.

Apabila diperlukan, anggota Tim Pemeriksa dapat ditambahkan personil dari
mstansi teknis terkait atau unsur pemeriksa lainnya;

¢t Pemeriksaan dapat dilaksanakan di DPPKAD, tempat kegiatan usaha Wajib
Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh
Pemeriksa Pajak;

Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat

dilanjutkan di luar jam kerja;

¢ pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja
Pemeriksaan;

- Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD.
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Pasal 13

sandar pelaporan hasil pemeriksaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(), yaitu:

o. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun sccara ringkas dan jelas, memuat ruang
lingkup atau  pos-pos yang diperiksa scsuai dengan tujuan pemeriksaan,
memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang
ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan
Pemeriksaan;

» Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, antara lain memuat
mengenai ¢

penugasan pemeriksaan;

identitas Wajib Pajak;

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;

pemenuhan kewajiban perpajakan;

data/informasi yang tersedia;

o A

buku dan dokumen yang dipinjam,

-3
.

materi yang diperiksa;
8. uraian hasil pemeriksaan;
9. ikhtisar hasil pemeriksaan;
10. penghitungan pajak terutang;
11. kesimpulan dan usul pemeriksa pajak.
BAB VIII
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERIKSA PAJAK DAERAH
Pasal 14
) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
Tim Pemeriksa Pajak wajib :
a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan
pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksan pajak kepada Wajib Pajak pada
saat pemeriksaan;
¢. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak;
€. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib
Pajak;
. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
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g. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan;

h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari
Wajib  Pajak  paling lama 7 (tujuh) hari scjak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan; dan

i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
pemeriksaan.

2)Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,

Tim Pemeriksa Pajak wajib :

a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan
pemeriksaan;

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak pada
saal pemeriksaan;

c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang
akan diperiksa;

d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak;

¢. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

[ melakukan Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan apabila Wajib Pajak
hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;

g memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari
Wajib Pajak  paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan; dan

L. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 15
! IDalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
' | Tim Pemeriksa Pajak berwenang :

4. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan
dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

b, mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

i * “‘
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¢. memasuki dan  memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau  tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang
yang dapat memberi petunjuk tentang pendapatan kegiatan usaha

Wajib Pajak.

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan, antara lain berupa :

1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila
dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan
peralatan dan/atau keahlian khusus;

2. memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang
bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan
Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak
schingga sulit untuk dibawa ke DPPKAD;

e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak
dan/atau tidak bergerak;

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

h. Memberitahukan kewenangan Tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak.

2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,

(13

Tim Pemeriksa Pajak berwenang :

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke DPPKAD dengan menggunakan
surat panggilan;

b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data
yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan pendapatan
dari kegiatan usaha Wajib Pajak;

¢. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

€. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik
melalui Wajib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

8 Memberitahukan kewenangan Tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak.
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BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DALAM PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
Pasal 16
ml)alam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dacrah dengan jenis Pemeriksaan
lapangan, Wajib Pajak berhak :

a. meminta kepada Tim  Pemeriksa Pajak  untuk memperlihatkan Tanda
Pengenal Pemeriksa Pajak;

b. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan
secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;

¢. meminta  kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;

d. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas;

¢. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu
vang telah ditentukan;

g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal
terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa
Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan

h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh
Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

2)Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah dengan jenis Pemeriksaan

Kantor, Wajib Pajak berhak :

a. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda
Pengenal Pemeriksa Pajak;

b. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;

c. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas;

d. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

e. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu
yang telah ditentukan;

f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal
terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa
Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan

8 memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Tim
Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 17

I)Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah dengan jenis Pemeriksaan

{, 16
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a. memperlihatkan  dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperolch, kegiatan usaha Wajib
Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data
yang dikelola secara elektronik;

¢. memberikan  kesempatan untuk memasuki dan  memeriksa tempat
atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau
patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang,
dan/atau barang yang dapal memberi petunjuk tentang pendapatan
kegiatan usaha Wajib Pajak serta meminjamkannya kepada Tim
Pemeriksa Pajak;

d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan; dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

g)Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah dengan jenis Pemeriksaan

Kantor, Wajib Pajak wajib :

a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai
dengan waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data
yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan pendapatan
dari kegiatan usaha Wajib Pajak:

c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan;

€. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik;

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

BAB X
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemeriksaan
Pasal 18

) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yang dibentuk berdasarkan

J .
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(2) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat

melaksanakan pemeriksaan sctelah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan oleh
Kepala DPPKAD.

Pasal 19

(1 Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan sctelah Wajib Pajak menerima Surat Pem-
beritahuan Pemeriksaan dan Pemeriksaan Kantor dilaksanakan dengan mema-
nggil Wajib Pajak melalui Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(2) Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan pada wajib
pajak yang diperiksa.

(3) Pemeriksa Pajak wajib mengenakan Tanda Pengenal Pemeriksa pada saat
pemeriksaan,

(#4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tanda
pengenal khusus atau tanda pengenal pegawai yang berlaku di DPPKAD
Kabupaten Banyumas.

5) Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan pada Wajib Pajak
yvang akan diperiksa.

Pasal 20

1) Pemeriksa wajib membuat Kertas Kerja Pemeriksaan.

2)Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai :

a. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan
pemeriksaan;

b. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan
Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan;

c. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;

d. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

) Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memberikan gambaran mengenai :

a. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;

b. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
€. pengujian yang telah dilakukan; dan

d. kesimpulan.

K) Kertas Kerja Pemeriksaan memuat seluruh informasi yang diperoleh dariWajib
Pajak, program pemeriksaan yang dilakukan, pendapat dan kesimpulan hasil
pemeriksaan, setelah dilakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan.

Pasal 21
(1) Program Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4)

ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.
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‘Q}Pcmeriksa wajib memberi pendapat dan kesimpulan pemeriksaan yang

didasarkan pada hasil pemeriksaan dan berdasarkan peraturan perundangan-

undangan tentang pajak dacrah .

@3 Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak

atas scgala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib

Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 22

() Pemeriksaan pajak meliputi pemeriksaan terhadap laporan keuangan beserta

data pendukungnya.

@ Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

1S

a. Pemeriksaan Pajak Hotel yaitu :

1) memeriksa data jumlah kamar dan tarif kamar perkelas;

2) memeriksa bill pembayaran dan pengecekan nomor urut bill/nota;

3) memeriksa laporan harian cashier;

4) memeriksa data pendapatan operasional seperti pendapatan penggunaan
kamar, loundry, restoran, bar/diskotik dan pendapatan dari pengope-
rasian sarana penunjang lainnya;

5) memeriksa data pengeluaran seperti gaji dan bonus karyawan,
pembayaran listrik, air, telepon dan gas;

6) memeriksa jumlah pemberian diskon atau Voucher Payment;

7) memeriksa Laporan Guest In House (Laporan tamu Check in dan Check
out), dan

8) lain-lain yang dianggap perlu.

. Pemeriksaan Pajak Restoran yaitu :

1) memeriksa daftar menu dan harga penjualan makanan dan minuman;

2) memeriksa bill pembayaran dan pengecekan nomor urut bill/nota;

3) memeriksa laporan harian cashier;

4) memeriksa data pengeluaran seperti gaji dan bonus karyawan,
pembayaran listrik, air, telepon dan gas;

S5) memeriksa jumlah pemberian diskon atau Voucher Payment; dan

6) lain-lain yang dianggap perlu.

- Pemeriksaan Pajak Hiburan yaitu :

1) memeriksa potongan Karcis Tanda Masuk sesuai dengan seri dan nomor
urut atau bill pembayaran dan pengecekan nomor urut bill/nota;

2) memeriksa laporan harian cashier;

3) memeriksa data pengeluaran seperti gaji dan bonus karyawan,

pembayaran listrik, air, telepon dan gas;
4) memeriksa jumlah pemberian diskon atau Voucher Payment; dan
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5) lain-lain yang dianggap perlu.

d. Pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan yaitu :

1) memeriksa daftar rekaputilasi rekening listrik sesuai dengan lampiran
rekening listrik pelanggan bagi PLN;

2) memeriksa penggunaan listrik/taksiran penggunaan listrik bagi non PLN;

3) lain-lain yang dianggap perlu,

¢. Pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

1) Memeriksa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) sesuai dengan Nomor
Urut tercetak, antara pengambilan dan penggunaan,

2) memeriksa harga perjenis barang mineral bukan logam dan batuan yang
telah diambil sesuai dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);

3) memeriksa jumlah pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang
belum terjual;

4) mencocokan jumlah laporan produksi pengambilan mineral bukan logam
dan batuan yang disampaikan ke Dinas Energi, Sumber Daya Air dan
Mineral dengan laporan pembayaran pajak;

5) memeriksa buku penjualan; dan

6) lain-lain yang dianggap perlu.

f. Pemeriksaan Pajak Parkir yaitu :

1) memeriksa harga karcis per jenis parkir;

2) memeriksa jumlah Karcis Parkir yang terpakai baik karcis manual
maupun elektronik;

3) memeriksa buku penerimaan harian; dan

4) lain-lain yang dianggap perlu.

g. Pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet.

1) memeriksa produksi/hasil pengambilan sarang burung walet;

2) meneliti harga penjualan hasil pengambilan sarang burung walet sesuai
harga jual pada saat pengambilan; dan

3) menghitung sisa pengambilan sarang burung walet yang belum terjual.

4) lain-lain yang dianggap perlu.

3) Untuk keperluan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa
dapat meminta informasi pendukung non keuangan dan wawancara berkenaan
dengan pemeriksaan serta dapat meminjam buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang masih menjadi
catatan pendapatan terutang.

Pasal 23
L Pemeriksaan dapat dilakukan kepada Wajib Pajak, Wakil atau Kuasa Wajib
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b Apabila Wajib Pajak atau wakil atau Kuasa Wajib Pajak yang akan dipemeriksa

~ baik Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kanor menolak untuk diperiksa,

| Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan wajib
menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak menolak untuk

menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak, pemeriksa

paink wajib membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan

Pajak dengan diketahui oleh Kepala DPPKAD.

d. Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada
di tempat, maka :

a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat
dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal
yang ada dalam kewenangannya; atau

b. pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

Pasal 24

(1) Apabila Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak menunda untuk diperiksa, Wajib
Pajak atau Kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan wajib menandatangani Surat
Pernyataan Penundaan Pemeriksaan.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja
dari jadwal pemeriksaan yang tercantum pada Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan.

(3) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Tim Pemeriksa
Pajak dapat melakukan penyegelan.

{#) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tetap tidak ada
di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta
wakil atau kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib
Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.

(5) Dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak,
menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, wakil atau kuasa Wajib
Pajak tersebut harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu
Kelancaran Pemeriksaan.

[6) Dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat
pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada huruf d, Tim Pemeriksa Pajak wajib membuat Berita Acara

Menolak Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
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Pasal 25

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan

f

18

Pemeriksaan Kantor memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan

penolakan Pemeriksaan.

(2) Dalam  hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak

menandatangani  surat pernyataan penolakan  Pemeriksaan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat

Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib
Pajak dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau
jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya
panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Tim
Pemeriksa Pajak.

Pasal 26

pemeriksa Pajak berdasarkan :

a.

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2);

Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (3);

Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3);

Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5); dan

. Berita Acara Menolak Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6),

dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan

Bukti Permulaan.

Pasal 27

Format dan bentuk :

a.
b.

C.

Surat Perintah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (2);
} 22
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r

4 Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (3);

Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksnan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5);

Benta - Acara Menolak  Membantu  Kelancaran  Pemeriksaan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6);

Bemta Acara tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (3),

prvantum dalam  Lampiran | yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari

peraturan Bupati ini.

Bagian Kedun
pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan dan Pertemuan dengan Wajib Pajak
Pasal 28

.1 Dalam hal Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai akan
dilakukannya  Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

> Dalam hal Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,
Pemeniksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai
dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.,

3 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat
dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos
gengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
pengiriman.

* Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Wajib Pajak tidak berada di
tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan
kepada:

a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1) pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili
Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak
badan;

2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut
Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan

dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau
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3) pihak sclain sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) yang dapat
mewakili Wajib Pajak.

& palam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak yang dapat mewakili
Wajib Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat ditemui, Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti
pengiriman  surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman
dan sural pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan
dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.

o) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat,
atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 29

(1) Tim Pemeriksa Pajak dapat memanggil Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib
Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak mela-
lui penyampaian surat panggilan untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci.

2)Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
penjelasan yang lebih rinci sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dapat
dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak.

3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Tim
Pemeriksa Pajak, dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Wajib
Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil,
kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak.

#4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan
penolakan tersebut dalam berita acara dimaksud.

(5) Tim Pemeriksa Pajak dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang
berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak
kepada pihak ketiga.

) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terikat oleh
kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan
oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

M Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 5 (lima) hari sejak
diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak
yang berwenang.

'tlﬂpabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak
dipenuhj oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat
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peringatan Pertama. Apabila Surat Peringatan Pertama tidak dipenuhi oleh
pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan
Kedua,

©) Apabila Surat Peringatan Kedua tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim
Pemeriksa Pajak segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan
keterangan atau bukt dari pihak ketiga.

Pasal 30

1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib melakukan pertemuan
dengan Wajib Pajak.

;2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan
wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

3)Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan setelah
Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, pertemuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan pada saat Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat
(2), Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak.

5)Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita
acara hasil pertemuan.

7) Dalam hal Pemeriksa Pajak telah menandatangani berita acara hasil pertemuan
dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pertemuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.

Pasal 31

format dan bentuk :

¢ Surat Panggilan Untuk Memperoleh Keterangan Yang Lebih Rinci sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

b. Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3);

t. Berita Acara Hasil Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5),
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4

ercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

| peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyegelan
Pasal 32

1) Pemeriksa Pajak berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau
mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola
sccara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak
dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau
dipalsukan.

(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada saat
pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan:

a. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memberi
kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang
serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau
patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau
dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola
secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat memberi
petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;

b. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak
memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa
tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data
yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau
tidak bergerak;

c. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada
di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak
yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan
Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau

d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada
di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang me-
wakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 33

' ) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan

i

Mmenggunakan tanda segel.
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) penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.
3 Dalam melakukan Penycgelan, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara

Penyegelan,

4) Berita acara Penyegelan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.

9 Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua)
rangkap dan rangkap kedua discrahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai, atau anggota keluarga yang tclah dewasa dari Wajib Pajak yang
diperiksa.

o) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani
berita acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan
terscbut dalam berita acara Penyegelan.

mDalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat.

Pasal 34

rembukaan segel dilakukan apabila:

s Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b telah memberi izin
kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan,
barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

» berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, Penyegelan tidak diperlukan lagi;

¢ terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak
pidana.

Pasal 35

1) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim
Pemeriksa Pajak.

@) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat.

8)Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak atau
hilang, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau
kehilangan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia.

#) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat berita acara
pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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5 Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menolak menandatangani
berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang
penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.

((6) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua
diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 36

(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Penyegelan atau
jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa
Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak
atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

() Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani berita acara mengenai
penolakan tersebut.

Pasal 37

Format dan bentuk:

a Tanda Segel dan Berita Acara Penyegelan sebagaimana dimaksud dlam pasal 33
ayat (3);

b. Berita Acara Tanda Segel Rusak/Hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (3);

¢. Berita Acara Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5),

trcantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak Daerah
Pasal 38

[y Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu bulan
dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak
tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka

Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

1Y Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak
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tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil

Pemeriksaan.

(3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus
vang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengu-
Jian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemerik-
saan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.,

@) Dalam  hal dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD wajib menyampaikan pemberitahuan
perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 39
format dan bentuk surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan
sbagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam
jampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagaian Kelima
Peminjaman dan Pengembalian Dokumen
Pasal 40

1) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan :

a. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan
pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada
saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan
pengembalian buku, catatan, dan dokumen.

b. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum ditemukan
atau diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pelaksanaan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat
surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang
dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib
dipinjamkan.

¢. dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Pajak
dapat meminta bantuan kepada:

1) Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya
Wajib Pajak; atau
2) seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari
DPPKAD maupun yang berasal dari luar DPPKAD.
% Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor :
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a. daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus
dilampirkan pada Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

b. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib
dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dalam rangka
Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan
pengembalian buku, catatan, dan dokumen.

c. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum tercantum
dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat
permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.

) Buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
atau ayat (2) huruf ¢ wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama S
(lima) hari sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen
disampaikan.

0] Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa
Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan
dokumen.

() Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa fotokopi
dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang
diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang
dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah
sesuai dengan aslinya.

) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola
secara clektronik serta keterangan lain yang dipinjam belum dipenuhi dan
jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara
tertulis paling banyak 2 (dua) kali, yaitu:

a. surat peringatan pertama setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal penyampaian
Surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c;

b. surat peringatan kedua setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal penyampaian surat
permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c.
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d Setiap surat peringatan yang disampaikan scbagaimana dimaksud pada ayat (6)
harus dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum
dipinjamkan dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 41

i||.Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak
dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat
pemyataan  yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen,
termasuk data yang dikelola secara eclektronik serta keterangan lain yang
diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak.

W Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara
clektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak
dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan
di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

.3) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(3) terlampaui dan Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan
buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat
berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan
dokumen yang dilampiri dengan rincian daftar buku, catatan, dan dokumen
vang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan oleh Wajib Pajak.

<)Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau
dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain
vang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara pemenuhan seluruh
peminjaman buku, catatan dan dokumen.

Pasal 42
| Jzlam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan,
| fﬁanf atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan
am yvang diminta berdasarkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan pemin-

FEman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

!), Pemeriksa Pajak harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengu-

jandalam rangka menghitung besarnya pendapatan atau omset kena

Pjak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan

Pemeriksaan.

Pasal 43

Suku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam dari

¥ajib Pajak harus dikembalikan seluruhnya kepada Wajib Pajak dengan

%enggunakan Bukti Peminjaman/Pengembalian paling lama 5 (lima) hari kerja
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setclah tanggal Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau Berita Acara Ketidakhadiran

wajib Pajak.

Pasal 44

format dan bentuk :

a. Surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen serta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b;

» dalar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b;

bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4),

4. sural  pernyataan keaslian dokumen dan/atau data dari Wajib Pajak

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5);

sural peringatan pertama/kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6)

hurufl a dan huruf b;

dafar buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7);

berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

» benita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan, dan dokumen
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2),

zrcantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

seraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Penjelasan Wajib Pajak
Pasal 45

f)Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak dapat
memanggll Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau

| anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak melalui penyampaian surat
panggilan.

ZDalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
penjelasan  yang lebih rinci sebagaimana dimaksud pada pada ayat
(1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib
Pajak.

% Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang diberikan

kepada Pemeriksa Pajak, dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian
Penjelasan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib
Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah
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(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota

keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita

acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan
penolakan tersebut dalam berita acara dimaksud.
Pasal 46
pormat dan bentuk :

a. surat panggilan untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1);

b berita acara pemberian penjelasan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (3),

ercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Bupati ini.
Bagian Ketujuh
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Pasal 47
1) Hasil Pemeriksaan wajib diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui
penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili.
3)Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.
#)Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.
Pasal 48
1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan
hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat(1) dalam bentuk:
a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak

menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau

b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau
seluruh hasil Pemeriksaan.

Q) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya
SPHP oleh Wajib Pajak.

B Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian

langgapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu
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.

paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan
pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berakhir.

(5) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak
secara langsung atau melalui faksimili.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP,
Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis
atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 49

] Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang
tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penyampaian
undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan
tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada
Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:

a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) atau ayat (3); atau

b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3),
dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.

() Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh
Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili.

Pasal 50
1) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) atau ayat (3); dan

b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan
tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan pada

lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan membuat berita acara
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pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil
pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib

Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(2) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu
secbagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) atau ayat (3); dan

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari
dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar pernyataan

persctujuan hasil Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang

ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

(3) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(1) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(2) atau ayat (3); dan

b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2),

Pemeriksa Pajak harus melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan

menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang

ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa

dari Wajib Pajak.

[) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(1) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(2) atau ayat (3); dan

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari
dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan,

berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang

dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa Pajak.
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8 Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (2) atau ayat (3); dan

b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2),

pemeriksa Pajak tetap melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan

Wajib Pajak dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah

pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak,

wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.
o Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (2) atau ayat (3); dan

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari
dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan SPHP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak

dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan

Akhir  Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil

pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak

Pasal 51
l)Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah
pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) atau ayat (5) dan

Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Pengarah

Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri

dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim

Pengarah Pemeriksaan dilaksanakan.

2)Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembahasan dengan

Tim Pengarah Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat berdasarkan

risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) atau

ayat (5).

- )Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menan-

datangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)

atau ayat (5), dan/atau atau berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir sebagaimana
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat catatan

mengenai penolakan tersebut,

Pasal 52

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
pada hari dan tanggal sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
avat (2), Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan,

21 Dalam hal Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan
schbagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemenksaan  yang  dilampiri  dengan  Ihtisar  hasil pembahasan  akhir
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 53

) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim
Pengarah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Wajib
Pajak menyampaikan surat permohonan kepada Kepala DPPKAD:

2 Permohonan pembahasan dengan Tim Pengarah Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, apabila:

a. nisalah pembahasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) atau
ayat (5) telah ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak; dan

b. berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) belum ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

3 Surat permohonan pembahasan dengan Tim Pengarah Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung atau
melalui faksimili dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
penandatanganan risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
eyat (3) atau ayat (5);

Pasal 54

!)Susunan Tim Pengarah Pemeriksaan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu)
orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.

2 Tim Pengarah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
Bupati,

Pasal 55

“im Pengarah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)

"rtugas untuk:

* membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak

Pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

[ .

kk
Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

p. memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib
Pajak dengan Pemeriksa Pajak; dan

¢. membuat risalah Tim Pengarah Pemeriksaan yang berisi simpulan dan
keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersifat
mengikat,

Pasal 56

() Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3),
Tim Pengarah Pemeriksaan harus menyampaikan undangan kepada Wajib Pajak
dan Pemeriksa Pajak untuk melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan
yang belum disepakati dalam risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3) atau ayat (5).

(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara
langsung atau melalui faksimili.

Pasal 57

(1) Pembahasan dengan Tim Pengarah Pemeriksaan dilakukan oleh Tim
Pengarah Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa
dari Wajib Pajak.

() Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim Pengarah
Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), pembahasan dengan Tim
Pengarah Pemeriksaan harus tetap dilakukan oleh Tim Pengarah Pemeriksaan
dan tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 58

|Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan antara Wajib Pajak dengan

Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) atau ayat (5) serta

xlaksanaan pembahasan dengan Tim Pengarah Pemeriksaan sebagaimana

émaksud dalam Pasal 57 harus mempertimbangkan jangka waktu Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan.

Pasal 59

[l) Hasil pembahasan dengan Tim Pengarah Pemeriksaan harus dituangkan dalam
risalah Tim Pengarah Pemeriksaan.

?)Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam
pembahasan dengan Tim Pengarah Pemeriksaan, risalah Tim Pegarah
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim
Pengarah Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa
dari Wajib Pajak.

YDalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam

pembahasan dengan Tim Pengarah Pemeriksaan namun Wajib Pajak, wakil, atau
é 38

Dipindai dengan CamScanner

h


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani risalah Tim Pengarah
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengarah Pemeriksaan

membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam risalah Tim Pengarah
Pemeriksaan.

() Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak hadir dalam
pembahasan dengan Tim Pengarah Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal
yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(1), Tim Pengarah Pemeriksaan membuat:

a. berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam pembahasan dengan Tim
Pengarah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pengarah Pemeriksaan;
dan

b. risalah Tim Pengarah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang ditandatangani oleh Tim Pengarah Pemeriksaan dan tim Pemeriksa
Pajak.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan pada hari dan tanggal
sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), pembahasan
dengan Tim Pengarah Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.

Pasal 60

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) atau ayat (5)

dan risalah Tim Pengarah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat

(1) digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat berita acara

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil

pembahasan akhir.

Pasal 61

() Dalam rangka menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pemeriksa Pajak
memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk
menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

[2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara
langsung atau melalui faksimili.

B) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil,
atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima surat panggilan tersebut,
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat
Penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
Menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan menerima surat panggilan

39

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
vang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak,
Pasal 62

‘[}\\’ajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
aval (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sctelah surat
panggilan - untuk  menandatangani  berita  acara Pembahasan  Akhir Hasil
Pemenksaan diterima oleh Wajib Pajak.

2 Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak memenuhi panggilan
schagaimana dimaksud  dalam Pasal 61 ayat (1), namun menolak
menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa
Pagak membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan pada berita
acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,

3 Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan scbagaimana dimaksud pada
dalam Pasal 61 ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat catatan pada berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai tidak dipenuhinya panggilan.

Pasal 63

farmat dan bentuk :

» SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
< ayat (1),

» Penolakan Menerima SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3)

« Berita Acara Penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

avat (4).

Lembar pernyataan persetujuanhasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dzlam Pasal 48 ayat (1)huruf a;

- Surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan dari

(38
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Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4);

- berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6);

¢t undangan dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);

. risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sampai
dengan ayat (6);

- surat  permohonan pembahasan dengan Tim Pengarah Pemeriksaan

- o

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
+ undangan menghadiri pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat(1);

L risalah Tim Pengarah Pemeriksaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 59

ayat (1),
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"

1 perita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan ihtisar hasil pembahasan

akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat
(6}

m. surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); dan

p. berita acara  ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 50 ayat (2), ayat (4), dan
ayat (6.

ereantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah
Pasal 64
(1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar
penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD atau tujuan lain

untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD,
perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak.

@) Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak .

<) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara
tertulis oleh pemeriksa pajak kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan
Pemeriksaan Pajak .

S)Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan tanggapan
secara tertulis kepada Kepala DPPKAD paling lambat dalam waktu 3 (tiga)

hari setelah diterima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan dilampiri
dengan bukti-bukti pendukung dan sanggahan seperlunya .

6] Wajib Pajak yang menyetujui seluruhnya atas hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan
hasil pemeriksaan kepada Kepala DPPKAD paling lambat dalam waktu 3 (tiga)
hari setelah diterima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan .

Pasal 65
"I)Tim Pemeriksa Pajak melakukan pembahasan bersama Wajib Pajak apabila
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).
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@ Dalam hal pembahasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh

kata sepakat, Tim Pemeriksa mengajukan permohonan kepada Kepala DPPKAD
agar perbedaan tersebut dibahas melalui Tim Pengarah.,

(3) Hasil pembahasan oleh Tim Pengarah dituangkan dalam Risalah Tim Pengarah
vang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan,

(@) Tim Pembahas dapat mengirim Surat Panggilan pertama kepada Wajib Pajak
dalam rangka pelaksanaan pembahasan hasil pemeriksaan

%) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Tim Pembahas dapat mengirim Surat Panggilan kedua .

o) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan pertama dan kedua sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Tim Pembahas membuat dan menanda-
tangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.

7)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
Berita Acara Hasil Pembahasan beserta lampirannya wajib ditandatangani oleh
Wajib Pajak dan Tim Pembahas serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak .

§) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Ikhtisar Hasil
Pembahasan Akhir yang merupakan sarana untuk melengkapi Laporan Hasil
Pemeriksaan Pajak .

9 Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Tim Pembahas membuat
catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Hasil Pembahasan.

Bagian Kesembilan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah
Pasal 66

!)Hasil Pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan
memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.

2 Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

JSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), beserta lampirannya disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak
melalui kurir, faksimili, pos atau jasa pengiriman lainnya.

%) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan Pajak dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan Pajak paling lama :

| & 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima

oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor;
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4

(1)

B

%)

L

b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima
oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.
Pasal 67
Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (6), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan
yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan
hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Tim
Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar
untuk membuat risalah pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib
Pajak.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6),
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi
tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan
surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk membuat risalah
pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6),
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang
berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil
Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim
Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar
untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak dan hasil
pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim
Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6),
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi
tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan namun
tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa
Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk
membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak
dalam Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim
Pemeriksa Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6),
Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan
tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa
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Pajak membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

©) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dan  Tim  Pemeriksa  Pajak  telah  membuat  dan
menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4)
atau ayat (5), Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah
dilaksanakan,

71 Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat
(3), Tim Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut
dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

g) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan

Tim Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib

Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih

dahulu.

Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah pembahasan yang

@

merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan.

10) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.

1) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan Kkewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 68

!} Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.

2) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak
dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali :

a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi
menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (2) atau ayat (4), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan
hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak
dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan
tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (5), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil
pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak.
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Bagian Kesepuluh
Penyelesaian Pemeriksaan
Pasal 69

pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 huruf a, disclesaikan dengan cara:

a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir;
atau

b. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan
Pajak  Daecrah Kurang Bayar dan/atau Surat Tagihan Pajak Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 70

penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak yang diperiksa:

1) idak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau

2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan
sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.

5 Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena
diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan
Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:

1) tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan
ketidakbenaran perbuatannya;

2) tdak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau

3) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak
dilakukan penuntutan.

* Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena
ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut dihentikan karena
Mmemenuhi ketentuan :

a) Untuk kepentingan penerimaan daerah, atas permintaan Bupati atau
kejaksaan dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat permintaan.

b) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilaku-
kan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang
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dibayar atau yang tidak scharusnya dikembalikan dan ditambah dengan
sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang
tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
4. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak secbelumnya,
¢. Terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Bupati atau Kepala
DPPKAD,
Pasal 71
(1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak:

1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau

2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat)
bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
diterbitkan.

b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi
panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka
waktu Pemeriksaan.

€. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenubhi
panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan:

1) berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) atau ayat (3); atau

2) berakhirnya perpanjangan  jangka waktu Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

d. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena
ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan
Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:

1) dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia;

2) dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan;

3) dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan; atau
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4) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat
Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan
tersebut telah diterima oleh Bupati atau Kepala DPPKAD.

c. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena
ditindaklanjuti dengan penyidikan scbagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut:

1) Dihentikan; atau

2) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan
mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah
diterima oleh Bupati atau Kepala DPPKAD.

(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya belum
diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, harus diselesaikan
dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:

a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau ayat (3); atau

b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dan melanjutkan tahapan Pemeriksaan
sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 72

(1) Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan
Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dapat dilakukan
Pemeriksaan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan.

@) Pajak terutang atas Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak ditemukan
atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) huruf a, ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas
Pembatalan Hasil Pemeriksaan
Pasal 73

() Hasil Pemeriksaan atau SKPDKB/SKPDKBT/STPD dari hasil Pemeriksaan
Yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan
atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak kepada Kepala DPPKAD.

) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur
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penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

dan/atau Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3 Dalam hal pembatalan dilakukan karena pemeriksaan dilaksanakan tanpa
penyampaian  Surat

Pemberitahuan  Hasil Pemeriksaan, berdasarkan
keputusan pembatalan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak melanjutkan
pemeriksaan dengan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 dan Pasal 41.
Bagaian Keduabelas
Pengungkapan Wajib Pajak Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan
Pasal 74
() Dalam hal Tim Pemeriksa Pajak telah melakukan Pemeriksaan dan
Kepala DPPKAD  belum menerbitkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD, Wajib
dapat mengungkapkan dalam laporan
tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Pajak dengan kesadaran sendiri

(2) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum
Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

(3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Tim Pemeriksa Pajak

diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan

pertimbangan bagi Tim Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
Bagian Keduabelas
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penangguhan Pemeriksaan
Pasal 75

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat

diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka apabila:

& pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana
di bidang perpajakan;

b. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan
Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan
Peénetapan pajak secara jabatan.

Pasal 76
1) Dalaml hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan
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pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan
sampai dengan:

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena Wajib
Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya;

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan dengan penerbitan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak

orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka
meninggal dunia;

d. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak
ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;

e. Penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang perpajakan daerah; atau

f. Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut

telah diterima oleh Bupati atau Kepala DPPKAD.

() Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

(3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampai-

kan bersamaan dengan disampaikannya surat pemberitahuan Pemeriksaan

Bukti Permulaan secara terbuka.
(#) Buku, catatan, dan dokumen yang terkait dengan Pemeriksaan yang ditangguh-
kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemeriksa Bukti

Permulaan dengan membuat berita acara yang ditandatangani Pemeriksa Pajak
dan pemeriksa bukti permulaan.

5) Fotokopi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada
Wajib Pajak.
Pasal 77

(1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1)
dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila:

. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak
orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka
meninggal dunia;

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak
ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;

€. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan
namun penyidikan dihentikan karena memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan daerah; atau
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d. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan
dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak
pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Bupati atau
Kepala DPPKAD.

(2) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1)
dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, apabila:

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka disclesaikan karena Wajib
Pajak mengungkapkan ketidakbenaran;

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan sccara terbuka tidak dilanjutkan dengan
penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ; atau

¢. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan
penyidikan  tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan
penuntutan.

Pasal 78

(1) Dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan juga dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
secara tertutup, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan
apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup ditindaklanjuti dengan
penyidikan.

2) Penangguhan  Pemeriksaan  untuk menguji  kepatuhan  pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai
dengan:

a. penyidikan dihentikan; atau

b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah
diterima oleh Bupatu atau Kepala DPPKAD.

B) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilanjutkan apabila:

a. penyidikan dihentikan; atauy

b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah
diterima oleh Bupati atau Kepala DPPKAD.
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(8) pemeriksaan  yang ditangguhkan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihentikan apabila penyidikan dihentikan,
Pasal 79

() Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat
(1) atau Pasal 84 ayat (4), jangka waktu pemeriksaan dan perpanjangannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang
lagi menjadi paling lama 4 (empat) bulan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat
(2) atau Pasal 84 ayat (5), Pemeriksa Pajak harus menyampaikan surat
pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Pasal 80
Format dan bentuk :

a. Surat Pemberitahuan Penangguhan Pemeriksaan yang ditingkatkan ke
Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (3);

b. Surat Pemberitahuan Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (2),

ercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Pemeriksaan Ulang
Pasal 81

(1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau
persetujuan Bupati atau Kepala DPPKAD.

() Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
apabila terdapat databaru termasuk data yang semula belum terungkap.

B)Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
() mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Kepala DPPKAD
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT).

) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan
membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai

Penghentian tersebut.
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
pBanyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

‘ pada 10 SEP 2014
n— BUPATI BANYUMAS,

i Diundangkan dij Purwokerto
| Pada Tanggal .. J.8..SEP..2004.. - W
! SEKRETARIS|DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

e

TR DATRUN RARUDTEN RANYIRAS RN 22U kov0R@4.) | o | JABATAN [PARAF

Gt da
psgnn_ |, b
av {ﬂ |
Kehag Hulum | &
Y|

BPIWIN]| -

52

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

